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HASIL MUSYAWARAH NASIONAL I

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

PENGURUS PUSAT

NOMOR :  01/MUNAS-1/IV/2012

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL – I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

PERIODE 2012-2017

Bismillahirrahmanirrahim

	Menimbang
	:
	1
	Bahwa musyawarah Nasional (Munas) I adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dalam organisasi FKDT  perlu terselenggaranya dengan tertib dan lancer

	
	
	2
	Bahwa untuk menjamin terselenggaranya MUNAS I dengan tertib dan lancar perlu ditetapkan peraturan tata tertib MUNAS I yang disepakati oleh seluruh peserta MUNAS I.

	Mengingat            
	:
	1
	Surat rekomendasi pengurus Presidium FKDT Nasional

	Memperhatikan  : 
	:
	1
	Permusyawartan  serta  pendapatan-pendapat  dalam sidang pleno I MUNAS I di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

	
	
	2
	Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno Munas I tanggal 13 April 2012.

	
	
	
	Memutuskan

	Menetapkan
	:
	
	Peraturan tata tertib Musyawarah
Nasional I Forum

Komunikasi   Diniyah Takmiliyah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sebagaimana terlampir.




	Di tetapkan
	:
	Jakarta

	Pada tanggal
	:
	13 April 2012


MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno
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                       Ketua





Sekretaris
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                ( Afdhal Dinil Haq, S. Pd. I )


    (Nursyahid, S. Pd.I)

TATA TERTIB MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Musyawarah Nasional I yang selanjutnya disingkat Munas I yang dimaksud dalam peraturan tata tertib ini adalah permusyawaratan tertinggi FKDT  yang diselenggarakan oleh Presidium FKDT  Nasional pada tanggal 13-15 April 2012 bertepatan dengan tanggal 21-23 Jumadil Ula 1433 H, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

2. Munas I diikuti oleh peserta dan peninjau yang diatur dalampasal peraturan tata tertib ini.

3. Munas I ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah undangan FKDT  tingkat propinsi dan FKDT  tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG MUNAS I

Pasal 2

Munas I mempunyai tugas dan wewenang untuk :

a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus presedium FKDT  Nasional.

b. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis-garis besar organisasi dan program KOMUNIKASI   FKDT .

c. Memilih serta menetapkan Ketua Umum FKDT  Pusat.

d. Menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Munas I.

BAB III

PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3

1. Peserta terdiri dari :

a. Utusan-utusan FKDT  tingkat provinsi yang telah mendapatkan undangan dari pengurus Prsedium FKDT  Nasional.

b. Utusan-utusan FKDT  tingkat Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan undangan dari pengurus Presedium FKDT  Nasional serta mendapatkan rekomendasi dari pengurus FKDT  provinsi.

c. Pengurus Presedium FKDT  Nasional periode 2011-2012.

2. Peninjau terdiri dari :

a. Pengurus FKDT  Provinsi DKI Jakarta, provinsi Banten dan pengurus FKDT  provinsi Jawa Barat.

b. Para kepala dan guru diniyah takmiliyah provinsi DKI Jakarta yang diundang oleh panitia.

c. Pers/Wartawan yang meliput Munas I FKDT .

d. Pengamat yang diundang oleh panitia.

Pasal 4

1. Setiap peserta dan peninjau diberikan tanda pengenal Munas I yang wajib dipakai selama sidang-sidang Munas I.

2. Panitia dan atau petugas keamanan yang ditunjuk oleh panitia berhak melarang peserta atau orang perorang yang akan masuk kedalam persidangan tanpa memakai tanda pengenal Munas I.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Setiap peserta dan peninjau berkewajiban mentaati ketentuan dan tata tertib Munas I.

2. Setiap peserta berkewajiban menjaga ketertiban kelancaran dan kwalitas sidang-sidang serta penyelenggaraan Munas I.

3. Peserta mempunyai hak bicara, hak dipilih dan memilih.

4. Peninjau mempunyai hak bicara.

5. Peserta dan peninjau dapat berbicara dengan izin pimpinan sidang.

BAB V

MUSYAWARAH DAN SIDANG-SIDANG

Pasal 6

1. Jenis musyawarah dan sidang-sidang Munas I terdiri dari :

a. Sidang pleno, dihadiri oleh seluruh peserta dan peninjau Munas I.

b. Sidang-sidang komisi dihadiri oleh anggota komisi yang diatur oleh panitia Munas I.

2. Sidang komisi merupakan forum  komunikasi   yang membahas dan mengkaji materi khusus dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

a.  Komisi A

:  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

b.  Komisi B

:  Garis-Garis Besar Organisasi dan Program Komunikasi  
c.   Komisi C
:  Pokok-pokok pikiran dan rekomendasi.

3. Apabila dipandang perlu, sidang komisi dapat membentuk sub-sub komisi.

Pasal 7

1. Sidang-sidang pleno dipimpin oleh Dewan Presedium yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang diajukan oleh panitia dan disetujui oleh peserta Munas I.

2. Pimpinan siding komisi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh dan dari komisi yang bersangkutan.

Pasal 8

Tugas dan Tata Cara Pengambilan Keputusan :

1. Pimpinan sidang bertugas memimpin persidangan agar tetap dalam kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat.

2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan memadukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang kepada pokok pembicaraan.

Pasal 9

Qourum dan tata cara pengembalian keputusan :

1. Setiap sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih atau satu dari jumlah peserta yang hadir.

2. Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari anggota komisi.

3. Apabila ketentuan pada ayat (10 dan ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka sidang diskors selama 1 x 15 menit dan sidang dibuka kembali.

Pasal 10

Pengambilan keputusan :

1. Semua keputusan ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dilakukan pemungutan suara.

3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui suara terbanyak.

4. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan terbuka, kecuali dalam hal yang berkenaan dengan person dilakukan secara rahasia.

Pasal 11

Berita Acara dan Persidangan :

1. Seluruh pelaksanaan sidang, baik sidang pleno maupun sidang komisi harus mempunyai berita acara yang berisi :

a. Waktu, acara dan tanggal pelaksanaan persidangan.

b. Topik persidangan.

c. Jenis persidangan (Pleno, komisi atau sub komisi).

d. Pimpinan sidang.

e. Jumlah peserta sidang yang menanda tangani daftar hadir.

f. Kesimpulan keputusan persidangan.

2. Semua keputusan dan ketetapan Munas I ditanda tangani oleh pimpinan sidang pleno
BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

1. Tata tertib pemilihan Ketua Umum dan Tim Formatur akan diatur kemudian.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini akan ditetapkan oleh pimpinan sidang yang berdasarkan musyawarah mufakat.

3. Peraturan tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
  :  Jakarta






Pada Tanggal
 :  13 April 2012

MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno
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                       Ketua





Sekretaris


                ( Afdhal Dinil Haq, S. Pd. I )


        (Nursyahid, S. Pd.I)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH DPP-FKDT

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL I

HASIL KEPUTUSAN MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH TAHUN 2012

No. 02/MUNAS-I/FKDT /IV/2012

TENTANG

Pengesahan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART)

Forum  Komunikasi   Diniyah Takmliyah (FKDT )

Bismillahirrahmanirrahim

	Menimbang
	:
	1
	Bahwa  sesungguhnya kelahiran dan perjuangan FKDT , 

Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mengembang tingkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan diniyah takmiliyah.

	
	
	2
	Bahwa berkaitan dengan cita-cita FKDT yang merupakan sebagai wahana untuk mempererat hubungan dan menjalin komunikasi  sama dan sebagai wahana komunikasi, informasi, koordinasi, motivasi dan inovasi kegiatan usaha pendidikan, serta sebagai mitra pemerintah daerah dan pemerintah pusat

	
	
	3
	Bahwa dalam usaha mencapai tujuan dimaksud, maka diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk menata organisasi FKDT



	Mengingat            
	:
	1
	Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang   Sistem 

Pendidikan Nasional.



	
	
	2
	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Thaun 2005, tentang guru dan dosen

	
	
	3
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional.

	
	
	4
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

	
	
	5
	Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pendidikan Keagamaan Islam.



	Memperhatikan  : 
	:
	1
	Surat   Rekomendasi   Workshop   Penyusunan  Pedoman

Forum Komunikasi Forum  Diniyah Takmiliyah (FKDT ) Nasional

	
	
	2
	Keputusan dan kesepakatan dalam sidang Komisi A mengenai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Forum  Komunikasi   Diniyah Takmiliyah.

	
	
	
	Memutuskan

	Menetapkan
	:
	
	

	Pertama
	
	
	Mengesahkan    Anggaran    Dasar    dan    Anggaran    Rumah 

Tangga Forum  Komunikasi   Diniyah Takmiliyah (FKDT ).



	Kedua 
	
	
	Anggaran  Dasar dan Anggaran  Rumah  Tangga  merupakan

Pedoman peraturan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

	Ketiga
	
	
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan







Ditetapkan di 
 :  Jakarta






Pada Tanggal
 :  14  April 2012

MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua







Sekretaris

(Sumitro, S Pd. I)




         ( Nuruddin, S.Ag)                  
ANGGARAN DASAR

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

MUQODDIMAH

Bismillahirrahmaanirrahim


Bahwa sesungguhnya Diniyah Takmiliyah merupakan Lembaga Pendidikan non formal yang secara spesifik menggali dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang dapat meletakkan dasar-dasar keilmuan untuk menciptakan masyarakat beriman, bertaqwa dan berakhlaqul karimah.


Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Forum  Komunikasi   Diniyah Takmiliyah (FKDT ) merupakan yang tak terpisahkan dari upaya cita-cita pendiri Republik Indonesia untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk Forum  Komunikasi   Diniyah Takmiliyah (FKDT ).


Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ).


Menyadari bahwa dengan kondisi pendidikan diniyah di tanah air Indonesia adalah merupakan pendidikan tertua dibandingkan dengan pendidikan yang lain.

Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT ) sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, disingkat FKDT yang didirikan pada tanggal 14 April 2012
2. Pusat organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AQIDAH DAN ASAS

Pasal 2

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, adalah organisasi yang beraqidah Islam ahli sunnah wal jamaah.

Pasal 3

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, organisasi yang berasaskan Pancasila.
BAB III

TUJUAN DAN USAHA 

Pasal 4

Tujuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) adalah mewujudkan Pendidikan yang Islami, demokratis adil dan sejahtera.

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tersebut, maka usaha-usaha yang dilakukan adalah :

1. Di bidang agama adalah mengaktualisasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Di bidang pendidikan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang kritis dan berakhlakul karimah.

3. Di bidang sosial mengupayakan perwujudan masyarakat yag menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia denga tetap berusaha memelihara jati diri guru diniyah serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

4. Di bidang ekonomi mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan diniyah secara merata adil dan demokratis.

5. Di bidang lainnya yaitu meningkatkan hubungan dan komunikasi  sama dengan intansi-instansi terkait, berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan dan organisasi sosial serta organisasi profesi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB IV

KEDAULATAN
Pasal 6

Kedaulatan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT )  berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (Munas).

BAB V

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT )  bersifat organisasi profesi, sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. 

Pasal 8
Fungsi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT )  sebagai berikut :

1. Wadah silaturahmi.

2. Wadah koordinasi, konsultasi dan interaksi.

3. Wadah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 9

 Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT ) mempunyai lambing hymne dan atribut lainnya yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota Kelembagaan, yaitu Diniyah Takmiliyah se- Indonesia yang terdaftar di Kementerian Agama
2. Anggota perorangan, yaitu semua guru yang mengajar pada Diniyah Takmiliyah yang terdaftar 

3. Anggota Kehormatan, yaitu individu yang dianggap peduli dan mau berkontribusi dalam memajukan Diniyah Takmiliyah
4. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 11

Anggota Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ( FKDT )  mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA BAKTI
Pasal 12

Kepengurusan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah  mempunyai tingkatan sebagai berikut :

1. Pengurus FKDT di tingkat pusat, selanjutnya disebut Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat DPP-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Pengurus FKDT di tingkat provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat DPW-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

3. Pengurus FKDT di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat DPC-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

4. Pengurus FKDT di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pengurus Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat PAC-FKDT, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 13

Susunan dan personalia pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Masa bakti pengurus FKDT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 15
Hak dan kewajiban pengurus FKDT  diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI

BERMUSYAWARAH

Pasal 16
1. Bentuk permusyawaratan adalah, Munas, Muswil, Muscab, dan Musyawarah Anak Cabang
2. Jenis permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 17

1. Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang kekal dan sah.

2. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh masing-masing tingkatan kepengurusan.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Munas yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan Quarum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Tata cara pembubaran organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh Munas.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah oleh Munas.

3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 
: Jakarta

Pada Tanggal 
: 14 April 2012

MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua







Sekretaris

(Sumitro, S Pd. I)  




         ( Nuruddin, S.Ag)                  

ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM  KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH
BAB I

MAKNA LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG

Pasal 1


1.  Berbentuk Segi Lima ( Rukun Islam & Pancasila )
2.  warna dasar putih ( kesucian perjuangan )
3.  bintang ( tingginya cita2 kepada allah )
4.  padi & kapas ( kesejahteraan guru dan warga diniyah )
5.  kitab terbuka ( sumber ilmu, al qur`an dan assunnah )
6.  tangan berjabat ( kekokohan silaturrahim )
7.  pena ditengah kitab ( belajar yang terus menerus )
BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota FKDT terdiri dari :

1. Anggota Kelembagaan

2. Anggota perorangan, terdiri dari : kepala, wakil kepala dan guru diniyah yang masih aktif mengajar dan atau masih mengurus pendidikan diniyah ula, wustha dan ‘ulya.

3. Anggota kehormatan ialah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh rapat Pengurus Harian FKDT.

BAB III

KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota FKDT berkewajiban :

1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral serta menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.

2. Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi.

3. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan keputusan organisasi FKDT.

4. Mengikuti secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

5. Mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi. 
BAB IV

HAK ANGGOTA

Pasal 4

Angota FKDT berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

2. Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi.
3. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.

4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya.

5. Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.

6. Mendapat kemaslahatan dari kegiatan-kegiatan FKDT.

BAB V

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat Kecamatan, kabupaten/kota dan  propinsi domosili calon anggota.

2. Tata cara pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur oleh pengurus pusat.

3. Pengusulan anggota kehormatan dilakukan atas usul rapat harian pengurus Kecamatan, rapat harian pengurus Kabupaten/kota, rapat harian pengurus propinsi dan rapat harian pengurus pusat, setelah usulan memperoleh persetujuan pengurus pusat diberikan keputusan penetapan.

BAB VI

BERHENTI DARI ANGGOTA

Pasal 6

1. Anggota biasa dan anggota kehormatan FKDT berhenti keanggotaannya  karena :

a. Meninggal dunia

b. Atas permintaan sendiri
c. Diberhentikan sementara

d. Diberhentikan tetap.
2. Surat keputusan pemberhentian anggota dikeluarkan oleh pengurus ditempatnya masing-masing.

3. Anggota yang diberhentikan sementara/tetap apabila telah dinyatakan melanggar AD/ART

BAB VII

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Pengurus Pusat

Pasal 7

1. Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Munas sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik ke dalam maupun keluar.
2. Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) terdiri dari :

a. Ketua Umum

b. 8 (delapan)  Wakil Ketua

c. Sekretaris Jenderal

d. 8 (delapan) Wakil Sekretaris 
e. Bendahara umum 
f. 2 (dua) Wakil Bendahara 
g. Departemen-Departemen

h. Lembaga-lembaga.
3. Kepengurusan Harian Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) di sahkan dengan AKta Notaris dan Menkumham
4. Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)
Pengurus Wilayah
Pasal 8

1. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) adalah pengurus yang menerima amanat Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat provinsi baik ke dalam maupun keluar.

2. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa dimana telah berdiri paling sedikit lima DPC-FKDT Dalam hal tertentu pengurus provinsi dapat dibentuk oleh pengurus pusat.

3. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT) terdiri dari :

a. Ketua 

b. 6 (enam) Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. 6 (enam) Wakil sekretaris 
e. Bendahara 
f. Wakil bendahara
g. Departemen-departemen
h. Lembaga-lembaga
4. Pengurus Harian Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW-FKDT)  disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT).
5. Kepengurusan Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)
Pengurus Cabang
Pasal 9

1. Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) adalah pengurus Kabupaten/Kota yang menerima amanat Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai pengurus dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kabupaten/kota baik ke dalam maupun keluar.

2. Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) dapat dibentuk ditiap kabupaten/kota dimana telah berdiri paling sedikit 3 (tiga) kecamatan. 

3. Pengurus kabupaten/kota terdiri dari :

a. Ketua 

b. 4 (empat) wakil Ketua

c. Sekretaris 

d. 4 (empat) Wakil sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil Bendahara

g. Departemen-Departemen
h. Lembaga-lembaga
4. Pengurus Harain Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) disahkan dan ditetapkan  oleh Dewan Pengurus Wilayah  (DPW-FKDT)
5. Pengurus Departemen dan Lembaga disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT)
Pengurus Anak Cabang
Pasal 10

1.
Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) adalah pengurus Kecamatan yang menerima amanat Musyawarah Anak Cabang untuk dan memegang tanggung jawab di tingkat Kecamatan baik kedalam maupun keluar.

2.
Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) dapat dibentuk di daerah Kecamatan.
3.
Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) terdiri dari :

a. Ketua

b. 2 ( dua ) Wakil Ketua 
c. Sekretaris

d. 2 ( dua ) Wakil Sekretaris

e. Bendahara

f. Wakil Bendahara
g. Departemen-departemen

h. Lembaga-lembaga
5. Pengurus Harian Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (PAC-FKDT) disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT)
BAB VIII

MASA BAKTI
Pasal 11

1.
Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun, dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan Ketua Umum hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti.

2.
Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa bakti
3.
Dewan Pengurus Cabang (DPC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa Bakti  .

4.
Pengurus Anak Cabang (PAC-FKDT) dipilih untuk masa bakti 4 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali untuk jabatan ketua hanya dapat dipilih untuk dua kali masa Bakti  .

BAB IX

SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 12

Seorang anggota FKDT dapat dipilih Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, dan Pengurus Anak Cabang dengan syarat :

1.
Berprestasi, berdedikasi dan loyal kepada organisasi.

2.
Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

BAB X

KEWAJIBAN PENGURUS

Kewajiban Dewan Pengurus Pusat (DPP-FKDT)
Pasal 13

Dewan Pengurus Pusat berkewajiban :

1. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan Munas, keputusan organisasi.

2. Melaksanakan Munas.

3. Memberikan pertanggungjawaban kepada Munas.
4. Mengesahkan dan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah .
5. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi.

6. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

7. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat Pusat.
Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah (DPW-FKDT)
Pasal 14

Dewan Pengurus wilayah berkewajiban : 

1. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan musyawarah wilayah, dan raker wilayah.
2. Melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil). 
3. Mengesahkan dan menetapkan pengurus Cabang.
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah wilayah.
5. Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

6. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat Wilayah.
Kewajiban Pengurus Cabang
Pasal 15

Dewan Pengurus Cabang berkewajiban : 

1. Menjalanakan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART keputusan Munas, keputusan Muswil, Keputusan Muscab.
2. Melaksanakan musyawarah Cabang (Muscab)
3. Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Anak Cabang
4. Memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah Cabang (Muscab).

5. Memberikan perlidungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

6. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat Cabang.
BAB XI
HAK PENGURUS

Hak Dewan Pengurus Pusat

Pasal 16

Dewan Pengurus pusat berhak :

1. Mengambil kebijakan organisasi tingkat Pusat
2. Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus Wilayah se Indonesia
3. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Cabang yang bertentangan dengan AD/ART.

4. Membekukan Pengurus Wilayah 
5. Memberikan atau Menerbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada atau diri anggota kehormatan.

Hak Dewan Pengurus Wilayah
Pasal 17

Dewan Pengurus Wilayah berhak :
1. Mengambil kebijakan organisasi tingkat Wilayah

2. Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus Cabang
3. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pengurus Cabang atas usulan Pengurus Anak Cabang yang bertentangan dengan AD/ART.

4. Membekukan Pengurus Cabang 
5. Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Pengurus Pusat.

Hak Dewan Pengurus Cabang
Pasal 18
Dewan Pengurus Cabang berhak :

1. Mengambil kebijakan organisasi Pengurus Cabang

2. Membuat Surat Keputusan dan ketetapan untuk Pengurus Anak Cabang
3. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pengurus Anak Cabang atas usulan Kepala-kepala Diniyah yang bertentangan dengan AD/ART.

4. Membekukan Pengurus Anak Cabang 
5. Merekomendasikan Data untuk diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Pengurus Wilayah.
BAB XII

PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 19

1. Pengurus pusat dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Wilayah dapat membekukan Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang dapat membekukan Pengurus Anak Cabang.
2. Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya rapat pengurus harian.

3. Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik ditinjau dari segi syarat maupun konstitusi organisasi.

4. Sebelum melakukan pembekuan diberikan peringatan terlebih dahulu.

BAB XIII

PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 20

1. Penggantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.

2. Tata cara penggantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh pengurus Pusat.

BAB XIV

PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 21

1. Apabila terjadi lowongan jabatan dalam masa bakti kepengurusan FKDT, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pleno sampai diselenggarakannya munas, Muswil, Muscab dan Musyawarah Anak Cabang.
2. Tata cara pengisian lowongan jabatan akan diatur lebih lanjut.

BAB XV
DEWAN PENASEHAT
Pasal 22

1. Di tingkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, , Pengurus Anak Cabang dibentuk dewan penasehat yang anggotanya diangkat oleh pengurus di semua tingkatan.

2. Dewan Penasehat merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing.

3. Dewan penasehat adalah, yang ditunjuk oleh masing-masing tingkat kepengurusan sesuai kebutuhan tingkatan masing-masing,

BAB XVI

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23

1. Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi Munas, Rakernas, Muswil, Rakerwil, Muscab, Rakercab, Musyawarah Anak Cabang,  dan Rapat Kerja Anak Cabang.

2. Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi, meliputi : rapat harian, rapat pleno, rapat departemen/lembaga dan rapat koordinasi.

Munas

Pasal 24

1. Munas sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi diselenggarakan sekali dalam 5 tahun.
2. Munas diselenggarakan untuk :

a. Menilai pertanggungjawaban pengurus pusat.

b. Menetapkan program umum organisasi.

c. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
d. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan, pendidikan, kebangsaan dan bermasyarakat.

3. Munas diadakan dan dipimpin oleh pengurus pusat.
4. Dalam keadaan istimewa dapat diadakan munas luar biasa yang diadakan sewaktu-waktu atas penetapan pengurus pusat atau atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus Cabang dan separuh lebih jumlah pengurus Wilayah yang sah.
5. Munas dihadiri oleh :

a. Pengurus Pusat

b. Pengurus Wilayah
c. Pengurus Cabang
d. Undangan yang ditetapkan panitia.

6. Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (separuh) lebih satu dari utusan Wilayah dan utusan Cabang yang sah.

7. Hak suara diatur sebagai berikut :

Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang masing-masing mempunyai 1 suara.

8. Acara tata tertib munas dan tata cara pemilihan pengurus dibuat oleh pengurus pusat dengan pengesahan munas.

Rakernas

Pasal 25

1. Rakernas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan pusat dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan pengurus pusat atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah pengurus provinsi yang sah.
2. Rakernas diadakan dan dipimpin oleh pengurus pusat.

3. Rakernas dianggap sah apabila dihadiri oleh sepuluh lebih dari jumlah pengurus provinsi yang sah setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih dari jumlah suara yang sah.
4. Rakernas diadakan untuk :

a. Merumuskan penjabaran program kerja FKDT 

b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja FKDT.

c. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul diantara dua munas.

d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan munas.
5. Rakernas dihadiri oleh :

a. Pengurus Pusat

b. Pengurus Provinsi
c. Undangan yang ditetapkan panitia.

Musyawarah Wilayah
Pasal 26

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 tahun sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atau penetapan Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Wilayah atau atas permintaan paling sedikit separuh Cabang yang sah.
2. Musyawarah Wilayah diadakan untuk :

a. Memintai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah.

b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah.

c. Memilih Dewan Pengurus Wilayah.
3. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :

a. Dewan Pengurus Wilayah
b. Dewan Pengurus Cabang.

c. Utusan yang ditetapan panitia.

4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing pengurus Cabang mempunyai 1 (satu) suara Dewan Pengurus Wilayah tidak memiliki hak suara.
Rapat Kerja Wilayah 
Pasal 27

1. Rapat kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Wilayah.

2. Rapat kerja Wilayah diadakan untuk :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.

b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.

c. Menjabarkan keputusan-keputusan organisasi.

d. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.

3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :

a. Dewan Pengurus Wilayah
b. Dewan Pengurus Cabang.
c. Utusan yang ditetapkan panitia.
Musyawarah Cabang
Pasal 28

1. Musyawarah Cabang diselenggarakan 5 (empat) tahun sekali oleh Dewan Pengurus Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atau penetapan Dewan Pengurus Cabang atau atas permintaan paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus Anak Cabang.

2. Musyawarah Cabang diadakan untuk :

a. Menilai pertanggungjawaban pengurus Cabang.

b. Menetapkan program kerja  pengurus Cabang.
c. Memilih pengurus Cabang.

d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

a. Pengurus Cabang
b. Pengurus Anak Cabang.

c. Utusan yang ditetapan panitia.

4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing pengurus kecamatan mempunyai 1 (satu) suara pengurus Cabang tidak memiliki hak suara.

Rapat Kerja Cabang
Pasal 29

1. Rapat kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh pengurus Cabang.
2.
Rapat kerja Cabang diadakan untuk :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.

b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.

c. Menjabarkan keputusan-keputusan organisasi.

d. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.
3.   Rapat kerja Cabang dihadiri oleh :

a. Pengurus Cabang
b. Pengurus Anak Cabang.

Musyawarah Anak Cabang
Pasal 30

1. Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan 4 tahun sekali oleh Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Cabang atau Pengurus Anak Cabang atas permintaan paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus Anak Cabang yang sah.

2. Musyawarah Anak Cabang diadakan untuk :

a. Menilai pertanggungjawaban pengurus Anak Cabang.

b. Menetapkan program kerja pengurus Anak Cabang.

c. Memilih pengurus Anak Cabang.
d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

3. Musyawarah kecamatan Anak Cabang Anak Cabang dihadiri oleh :

a. Pengurus Anak Cabang
b. Anggota.

c. Utusan yang ditetapan panitia.

4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara pengurus Anak Cabang tidak memiliki hak suara.

Rapat Kerja Anak Cabang
Pasal 31

1. Rapat kerja Anak Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh pengurus Anak Cabang.

2.
Rapat kerja Anak Cabang diadakan untuk :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan.

b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya.

c. Mengabarkan keputusan-keputusan organisasi.

d. Membahas hal-hal yang dianggap perlu.
3.   Rapat kerja  Anak Cabang dihadiri oleh :

a. Pengurus  Anak Cabang
b. Anggota.

Rapat Anggota

Pasal 32

1. Rapat anggota diseleggarakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali oleh Pengurus Anak Cabang atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus Anak Cabang atau atas permintaan paling sedikit separuh jumlah anggota.

2. Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih jumlah anggota yang sah, kecuali dalam keadaan memaksa atas persetujuan yang hadir, pengurus Kecamatan dapat mensahkan rapat anggota tersebut.
3. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh separuh lebih dari jumlah yang hadir, termasuk anggota-anggota Pengurus Anak Cabang.
4. Bila dalam pemungutan suara diperoleh suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali. Dan jika keadaan suara masih tetap sama maka ketua Pengurus Anak Cabang, mempunyai suara menentukan.

5. Setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara, sedangkan setiap calon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukan pendapat.

6. Setiap anggota yang hadir, termasuk anggota-anggota Pengurus Anak Cabang dalam pemungutan suara tentang satu masalah masing-masing mempunyai satu suara pemilihan Pengurus anggota Pengurus Anak Cabang tidak mempunyai hak suara.

7. Rapat anggota diadakan untuk membicarakan :

a. Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi.

b. Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.

Rapat-Rapat Lain

Pasal 33

1. Rapat pleno adalah rapat pengurus pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Rapat harian adalah rapat pengurus harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
3. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan antar tingkat kepengurusan FKDT  untuk membahas hal kegiatan atau program tertentu di lingkungan FKDT .
4. Rapat departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas program-program organisasi.

5. Rapat koordinasi yag dimaksud dengan ayat 3 ini adalah Rakornas untuk tingkat Pusat, RakorWil untuk tingkat Propinsi, Rakorcab untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB XVII

QUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila memenuhi quorum yakni yang dihadiri separuh lebih jumlah peserta.

Pasal 35

Pengambilan keputusan pada asasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 36

1. Khusus tetang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.

2. Untuk hal ini keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir. 

BAB XVIII

KEUANGAN

Pasal 37

Keuangan organisasi di dapat dari :

1. Iuran anggota 

2. Sumbangan yang tidak mengikat yang didapat dari bantuan para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta yang tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.

3. Usaha lain yang halal dan sah yaitu usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syara dan atau hukum negara.

BAB XIX

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 38

Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan pada masing-masing tingkat kepengurusan FKDT dengan azas musyawarah, mufakat, adil dan demokratis.
BAB XX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 39

1. Usul pembubaran organisasi dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada pengurus pusat oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus Kabupaten/Kota dan pengurus provinsi yang sah dan meliputi separuh lebih dari jumlah yang sah.

2. Untuk membicarakan usul pembubaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah usul diterima, maka pengurus pusat menyelenggarakan munas luar biasa.

3. Munas luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah pengurus provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota yang sah.

BAB XXI

P E N U T U P

Pasal 40

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur oleh pengurus pusat.

2. ART ini hanya dapat dirubah oleh Munas.

3. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Munas dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MUNAS I

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH 
FKDT

Di tetapkan di
 : Jakarta
Pada tanggal
: 14 April 2012
Pimpinan Sidang Pleno
Ketua   
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     (Sumitro, S. Pd. I)



                                (Nuruddin, S. Ag)
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA
DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH 

DPP-FKDT

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL I

KEPUTUSAN MUNAS I

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH TAHUN 2012

No. 03/MUNAS-I/KKDT/IV/2012

TENTANG

Garis-Garis Besar Program Kerja

Forum Komunikasi Diniyah Takmliyah (FKDT)

Masa Bakti 2012-217

Bismillahirrahmanirrahim
	Menimbang
	:
	1
	Bahwa Oragnisasi Forum Komunikasi Diniyah  Takmilyah 

(FKDT) merupakan organisasi koordinatif sebagai wahana koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar Diniyah Takmliliyah.

	
	
	2
	Bahwa Forum Komunikasi Diniyah  Takmilyah (FKDT) sebagai organisasi perjuangan selaras dengan cita-cita Diniyah Takmiliyah yang selalu berinteraksi dengan kemaslahatan umat, maka dalam melaksanakan program-programnya secara sistematis, terencana dan maksimal perlu dibuatkan garis-garis besar Program Kerja.

	Mengingat            
	:
	1
	Anggaran Dasar Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)



	
	
	2
	Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT

	
	
	3
	Undang-undang No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

	
	
	4
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

	
	
	5
	Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pendidikan Keagamaan Islam.



	Memperhatikan  : 
	:
	1
	Permusyawaratan   serta   pendapat-pendapat   dalam Sidang pleno IV Minas I di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

	
	
	
	Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang komisi B Munas I FKDT

	
	
	
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	
	

	Pertama
	
	
	Mengesahkan hasil komisi  B  tentang   garis-garis   besar program kerja masa bakti 2012-2017

	Kedua 
	
	
	Mengamanatkan  pada  seluruh  pengurus   dan   anggota  

FKDT dari semua tingkatan untuk mentaati dan menjalankan garis-garis besar program kerja FKDT

	Ketiga
	
	
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan







Ditetapkan di
:  Jakarta






Pada Tanggal
:  14  April 2012

MUNAS I

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT)

Pimpinan Sidang Pleno


                          Ketua




                 Sekretaris

      (Sumitro, S. Pd. I) 


              
(Nuruddin, S. Ag)
KEPUTUSAN MUNAS I

FORUM KOMUNIKASI TAKMILIYAH TAHUN 2012

No. 04/MUNAS-I/FKDT/IV/2012

TENTANG

Garis-Garis Besar Program Kerja

Forum Komunikasi Diniyah Takmliyah (FKDT)

Masa Bakti 2012-217

I.
PENDAHULUAN 

          Pendidikan diniyah sebagai istilah khuss dari sekolah agama, mulai diselenggarakan di Indonesa bersamaan dengan penyebaran agama Islam di tanah air dengan bentuk dan pola yang berbeda dengan keadaan sekarang, setelah mengalami beberapa kali perubahan sesuai perkembangan zaman.

           Pada umumnya bahkan seluruh pendidikan Diniyah diselenggara-kan oleh masyarakat. Pendidikan diniyah sepanjang sejarah telah membuktikan betapa besar peranannya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, menanamkan nilai-nilai ahlaqkul karimah sebagai modal pembangunan dan SDM yang berkualitas. Namun saat  ini ada indikasi ketidakseimbangan / kekeliruan sikap pemerintah termasuk orang tua dalam memandang dan memperlakukan pendidikan diniyah. Pemerintah menempatkan pendidikan diniyah hanya sebatas kebutuhan sekunder/ sampingan, padahal pendidikan agama merupakan kebutuhan primer/ pokok. Sebetulnya keberadaan pendidikan diniyah takmiliyah dalam UU No.20 tahun 2003, PEREMENDIKNAS No 19 Tahun 2005, PP 55 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agaman No 3 Tahun 2012 yang menempatkan pendidikan Diniyah Takmiliyah kedalam jalur pendidikan non formal, mestinya tidak mengurangi perhatian terhadap pendidikan diniyah, karena jika dilihat dari peran dan urgensiya / kepentingannya terhadap pembinaan SDM, hal itu    “ sama Pentingnya “ dengan jalur sekolah, bahkan semua sektor pembangunan walaupun dilakukan oleh SDM yang unggul dan mengasai IPTEK, namun jika tanpa dilandasi oleh IMTAQ, niscaya akan rusak. Kita sangat prihatin melihat kenyataan bahwa disatu pihak pendidikan diniyah sangat diperlukan, namun dipihak lain dukungan berbagai pihak, terutama Sumber Daya Manusia terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah dirasakan masih sangat kurang, sehingga aktifitas pembelajaran dan mutunya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

           Walaupun demikian pendidikan diniyah akan tetap menjadi harapan masyarakat untuk tetap berkiprah menyebarkan syariat Islam, dengan bantuan dan perhatian yang lebih optimal dari orang tua dan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah (PEMDA).

II.
PENGERTIAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK FKDT 

           Forum Komunikasi Dinitah Takmiliyah (FKDT) adalah Forum yang membina hubungan kerjasama secara koordinatif antara Diniyah Takmiliyah. 

a.  Fungsi FKDT adalah sebagai berikut :

1. FKDT berfungsi sebagai mitra kerja Kemenag terkait dalam mensukseskan penyelengaraan Diniyah Takmiliyah.

2. Wadah interaksi, yaitu setiap anggota memiliki hak dan kewajiban untuk saling membina secara bersama atas dasar rasa tanggung jawab.

3. Wadah konsultasi, yaitu setiap anggota memilki hak dan kewajiban mengemukakan dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas di lapangan.

4. Wadah koordinasi, yaitu setiap anggota memiliki pandangan dan langkah yang sama dan sebagai wujud kerjasama dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan secara terpadu.

5. Pengurus sebagai perwakilan para anggota merupakan satuan tugas yang berfungsi sebagai pengelolaan tugas-tugas dan kegiatan koordinatif diatas.

b.   Adapun tugas pokok FKDT adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari  pedoman peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan program tahunan secara terpadu dan program pengajaran yang meliputi penggunaan kurikulum, perencanaan program pengajaran pada setiap awal tahun pelajaran.

3. Mengkoordinasikan kesatuan langkah dalam penetapan bahan pelajaran dan buku serta alat pelajaran lainnya.
4. Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan metode serta pendekatan dalam menyusun pengembangan silabus.

5. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada semester, kenaikan kelas  UAD dan pengadaan STTB.

6. Menyelenggrakan rapat/pertemuan guru-guru mata pelajaran, bahan pelajaran, metode penyampaian dan pengembangan alat, bahan pelajaran, metode penyampaian dan pengembangan alat.

7. Menyelenggrakan rapat koordinasi kepala diniyah takmiliyah dalam usaha mencapai kebersamaan dalam pembinaan.

c.   Wewenang FKDT:
1. Menyusun program kerja dan time schedule FKDT selama Satu Tahun Anggaran;

2. Perumusan konsep kebijakan diniyah Takmiliyah pada Kabupaten kota yang bersangkutan berdasarkan Kebijakan Nasional dan Peraturan Daerah ( PERDA ) yang terkait;

3. Pembuatan konsep sosialisasi program pada Kabupaten Kota yang bersangkutan;

4. Pembuatan konsep tentang perencanaan, pelaksanaan, Verifikasi, Supervisi, Evaluasi dan Monitoring Diniyah Takmiliyah pada Kabupaten Kota yang bersangkutan;

III.
KONDISI DAN PERANAN FKDT DALAM MENINGKATAKAN MUTU DINIYAH TAKMI-LIYAH

           Kondisi obyektif tentang pengelolaan diniyah takmiliyah termasuk mutunya masih jauh dari yang diharapkan. Ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor personal/SDM

2. Faktor sarana prasarana

3. Faktor finansial/dana

4. Faktor pembinaan.

           Pada umumnya pengelola diniyah takmiliyah dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajarannya, hanya bermodalkan semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam. Kesulitan mencari 
guru memenuhi syarat atau tidak berdasarkan kualifikasi mengajar, tidak dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan diniyah takmiliyah. Adanya gedung atau tidak adanya dana untuk memberikan imbalan kepada guru dan pengadaan alat pembelajaran, tidak membuat kegiatan diniyah takmiliyah terhenti.  Ada atau tidak adanya pembinaan, diniyah takmiliyah terkesan kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembelajaran, lemahnya manajemen dan pengelolaan administrasi diniyah rakmiliyah, dan berakibat kurangnya kepercayaan dan dukungan masyarakat sebagai modal utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar diniyah takmiliyah, sekaligus  sebagai upaya peningkatan mutu diniyah takmiliyah, FKDT mempunyai peran yang sangat penting, karena melalui kegiatan FKDT sesuai dengan tugas dan fungsinya, FKDT dapat membantu mensosialisasikan penerapan kegiatan administrasi maupun edukasi serta pembinaan pengelolaan diniyah takmiliyah.

           Begitu pula tugas-tugas dalam pembinaan manajemen kepala diniyah takmiliyah, pembinaan professional guru dan pengembangan kreativitas serta bakat siswa banyak bertumpu kepada kemampuan FKDT dalam menyelenggarakan kegiatannya.

           Namun FKDT sebagai wadah interaksi, konsultasi dan koordinasi anggotanya sering tidak berdaya karena beberapa faktor : 

1. Kurangnya pemahaman dari pengurus maupun anggota tentang tugas, fungsi dan manfaat FKDT sebagai koordinasi.

2. Terbatasnya waktu dari pengurus maupun anggota dalam melaksanakan kegiatan, terutama bagi wilayah kerja.

3. Kurangnya dana sebagai penunjang kegiatan pengurus, sebagai akibat kesulitan penggalang dana.

IV.
LANGKAH-LANGKAH DAN UPAYA PEMBERDAYAAN FKDT 

           Menyadari penting dan besarnya peran FKDT dalam peningkatan mutu, maka perlu pemberdayaan FKDT. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan FKDT, antara lain :

1. Meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan secara formal dengan mengadakan penataran khusus, maupun informal. Dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengawas, maupun oleh pejabat structural dari pihak Kantor Kementerian Agama.
2. Meningkatkan upaya penggalangan dana baik dari anggota melalui penyelenggaraan ulangan umum prasemester, pengadaan sarana administrasi, maupun dari anggota/kepala diniyah takmiliyah yang mendapat bantuan (dari Pemda maupun Pusat). Secara khusus dapat mengupayakan bantuan untuk kegiatan pembinaan diniyah takmiliyah dari pemerintah maupun Donatur yang tidakmengikat.

3. Meningkatkan volume pertemuan, paling tidak mengadakan rapat-rapat yang diisi oleh kegiatan tukar pikiran, informasi, pengalaman dan dialog tentang kegiatan FKDT.

4. Mengadakan studi banding tentang kegiatan FKDT.

PROGRAM KERJA FKDT

1. Meningkatkan Manajemen Organisasi 

a. Mengadakan rapat/pertemuan rutin

b. Mengadakan pembinaan manajemen pengurus

c. Mengadakan studi banding

d. Meningkatkan kesejahteraan pengurus.

e. Pendataan / Pemetaan Diniyah Takmiliyah.

f. Mengadakan verifikasi Diniyah Takmiliyah.

g. Mengadakan Supervisi , Monitoring dan Pelaporan Diniyah Takmiliyah.

h. Mengadakan Akreditasi Diniyah Takmiliyah.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Diniyah Takmiliyah

a. Pengadaan buku-buku sesuai dengan kurikulum.

b. Pengadaan alat peraga yang tepat.

c. Pengadaan Papan Nama Lembaga.

d. Pengadaan Mebeuler Diniyah Takmiliyah.

e. Pengadaan Administrasi Diniyah Takmiliyah.

f. Pengadaan ATK Diniyah Takmiliyah

3. Pengembangan Kurikulum Diniyah

a. Menyusun administrasi diniyah takmiliyah.

b. Mengembangkan Silabus.

c. Menyusun RPP Diniyah Takmiliyah

d. Mengadakan Ujian Bersama
4. Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik dan kependidikan Diniyah Takmiliyah:

a. Mengadakan kegiatan MGMP.

b. Mengupayakan Legalitas Jam mengajar Diniyah Takmiliyah.

c. Mengupayakan Tenaga Pendidik Diniyah Takmiliyah h menjadi Tenaga Honorer.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Guru

a. Mengusulkan bantuan Honor dari DIPA Kemenag RI.

b. Mengajukan dan Mendistribusikan bantuan honor dari Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota.

6.  Meningkatkan Kompetensi Siswa dengan mengadakan Porsadin.
7. Mengadakan kerjasama dega instansi/lembaga terkait 
8.  Mengadakan kerjasama dengan Instansi / Lembaga terkait. 

Ditetapkan di  :  Jakarta






Tanggal
 :  14  April 2012

MUNAS I

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT)

Pimpinan Sidang Pleno
                          Ketua




                 Sekretaris

(Sumitro, S. Pd. I)

 
                  (Nuruddin, S. Ag)
REKOMENDASI
DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPP-FKDT)


HASIL MUSYAWARAH NASIONAL I

KEPUTUSAN MUNAS I

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH TAHUN 2012

No. 05/MUNAS-I/FKDT/IV/2012

TENTANG

Rekomendasi 
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah

Masa Bakti 2012-217

Bismillahirrahmanirrahim
	Menimbang
	:
	1
	Bahwa Oragnisasi Forum Komunikasi Diniyah  Takmilyah 

(FKDT) merupakan organisasi koordinatif sebagai wahana koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar Diniyah Takmliliyah.

	
	
	2
	Bahwa Forum Komunikasi Diniyah  Takmilyah (FKDT) sebagai organisasi perjuangan selaras dengan cita-cita Diniyah Takmiliyah yang selalu berinteraksi dengan kemaslahatan umat, maka perlu memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta DPR RI

	Mengingat            
	:
	1
	Anggaran Dasar Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)



	
	
	2
	Anggaran Rumah Tangga FKDT

	
	
	3
	Undang-undang No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

	
	
	4
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

	
	
	5
	Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

	Memperhatikan  : 
	:
	1
	Permusyawaratan   serta   pendapat-pendapat   dalam Sidang pleno IV Minas I di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

	
	
	2
	Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang komisi C Munas I FKDT

	
	
	
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	
	

	Pertama
	
	
	Mengesahkan    Hasil Komisi C tentang Rekomendasi FKDT 

	Kedua 
	
	
	Mengamanatkan pada Pengurus FKDT untuk menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta DPR RI dan DPRD

	Ketiga
	
	
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan







Ditetapkan di 
 :  Jakarta






Pada Tanggal
 :  14  April 2012

MUNAS I

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (FKKDT)

Pimpinan Sidang Pleno


                          Ketua




                 Sekretaris

     (Sumitro, S. Pd. I) 


              
(Nuruddin, S. Ag)

KEPUTUSAN MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH TAHUN 2012

No. 06/MUNAS-I/FKDT /IV/2012

TENTANG

Rekomendasi 
Forum Komunikasi Diniyah Takmliyah (FKDT )

Masa Bakti 2012-217

I.
LATAR BELAKANG 
Memperhatikan fenomena yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini membuat kita sangat prihatin. Bagaimana tidak ? Bangsa yang dikenal berbudaya, beradab, ramah dan sopan berubah menjadi mudah marah, beringas dan brutal. Tawuran antar warga masih kerap terjadi. Tawuran antar sekolah hampir menjadi agenda tiap tahun. Gampangnya mendapatkan minuman keras, masih tetap maraknya perjudian, tingginya tingkat kerawanan sosial dan merebaknya peredaran Narkoba semakin melengkapi tanda-tanda lunturnya jati diri dan kepribadian bangsa kita. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa merebaknya jaringan narkoba telah merambah kepada dunia pendidikan. Bukan hanya kalangan kampus, tetapi juga kalangan SLTA, SLTP, bahkan SD dan TK.

Jika hal tersebut diatas tidak diatasi secara efektif kehancuran bangsa kita sudah dapat dipastikan tinggal menunggu waktu. Tentu kita tidak menghendaki kehancuran itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu upaya untuk mengatasi permasalahan diatas harus terus diupayakan. Departemen Agama yang memiliki misi strategis dalam mengawal mental spiritual (Agama) dan moral bangsa, sebenarnya mampu memberi solusi yang tepat terhadap permasalahan diatas, yaitu melalui pemberdayaan pendidikan  keagamaan, khususnya melalui  diniyah takmiliyah. Namun pada kenyataannya justru Diniyah  Takmiliyah belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari dukungan sarana prasarana pada diniyah takmiliyah masih sangat minim, bahkan hampir-hampir tidak ada, baik dari pemerintah pusat (Kementerian Agama) maupun pemerintah daerah kurang memahami permasalahan diniyah takmiliyah.  Karena  itu tulisan singkat “ Sekilas Tentang Diniyah Takmiliyah “ ini diharapkan dapat memberi sedikit informasi sekaligus masukan kepada pemerintah.

POKOK-POKOK PIKIRAN FKDT

1. Diniyah Takmiliyah adalah bentuk lembaga yang tertua di Indonesia yang sudah dikenal luas oleh masyarakat sebelum Indonesia merdeka, hal ini terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Diniyah Takmiliyah sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional menjadi salah satu sisi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

2. Di Indonesia Diniyah Takmiliyah, menurut data Kementrian Agama RI :

· ± 66.000 lembaga

· ± 4.255.313 muris/siswa.

· ± 360.714 guru

Diniyah Takmiliyah sebagai model pendidikan keagamaan yang berada diluar sekolah dipandang sebagai respon yang tepat yang diminati oleh masyarakat sekarang ini, dan dipercaya dapat memberikan anak didik pengetahuan agama yang memadai serta dapat membentuk karakter anak didik sehingga mereka memiliki akhlakul karimah yang baik dan memiliki mental tahan uji dalam menghadapi serbuan berbagai nilai yang bertentangan dengan agama pada era ini. Pendidikan Diniyah Takmiliyah telah bersifat massal dan harapan masyarakat terhadapnya, hingga saat ini semakin tinggi. Namun harapan yang tinggi itu sebenarnya cukup merisaukan kita, apakah dengan kondisi pendidikan keagamaan/Diniyah Takmiliyah yang masih serba sederhana baik sarana, prasarana pembelajaran serta tenaga pengajar yag ala kadarnya dan tidak jelasnya kedudukan dan pengakuan lulusan Diniyah Takmiliyah dalm sistem perundang-undangan dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut ? Kelemahan-kelemahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas out put Diniyah Takmiliyah itu sendiri. 

3. Pada era otonomi saat ini posisi Diniyah Takmiliyah berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Mengembangkan Diniyah Takmiliyah kedepan tentu merupakan tugas yang semakin berat. Oleh karena itu, kita sebagai pemegang wewenang dan penyandang tugas teknis untuk mengurus Diniyah Takmiliyah kedepan.

4. Disisi lain masih tampak kecenderungan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap peran Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga keagamaan. Rendahnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pendidkan keagamaan tidak saja tampak dalam ketidakjelasan kedudukan dan pengakuan terhadap lulusan pendidikan keagamaan, tetapi juga tampak dala subtansi pelayanan/pembinaan yang tergambar dalam rendahnya alokasi anggaran dan bantuan terhadap diniyah takmiliyah.

5. Keberadaan Diniyah Takmiliyah ternyata mampu mengurangi tawuran dan terhindar dari bahaya Narkoba.

II.
PENGERTIAN DINIYAH TAKMILIYAH

           Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan jalur sekolah yang tumbuh di masyarakat yang sudah dikenal bersamaan dengan datangnya Islam di Indonesia. 

III.
TUJUAN DAN FUNGSI 

1. Tujuan Diniyah Takmiliyah

Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk memberikan tambahan dan pendalaman pengetahuan agama Islam kepada pelajar di sekolah umum, agar memiliki sikap, pribadi dan perilaku mulia sebagai seorang muslim, terampil dalam ibadah dan mampu bersosialisasi dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai aqidah dan beraklaqul karimah.

2. Fungsi Diniyah Takmiliyah        

· Menyempurnakan pencapaian Thema Sentral Pendidikan Agama pada sekolah umum.

· Meningkatkan pengetahuan agama Islam setara atau lebih dengan madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

· Mendalami pengetahuan agama melalui kitab-kitab Al-Mu’tabaroh.

IV.
SASARAN DAN TARGET

           Yang menjadi sasaran Diniyah Takmiliyah adalah anak-anak usia sekolah, dari sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan atas.

Adapun targetnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk anak Sekolah Dasar melalui diniyah takmiliyah diharapkan peserta didik tertanam kecintaan dan senang beragama Islam dengan belajar shalat, membaca Al Qur’an dan bersosialisasi dengan akhlaqul karimah.
2. Untuk anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, melalui diniyah takmiliyah Al-Wutsha, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan pemahaman ke islaman baik yang berkaitan dengan ibadah dalam arti luas sehingga peserta didik semakin mantap dan percaya diri dengan keislamannya.

3. Untuk anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, melalui diniyah         Al-Ulya diharapkan peserta didik semakin memahami dan menghayati akan keislaman, sehingga mampu mengamalkannya dengan terampil shahih secara individu dan shahih secara sosial.

V.
KONTRIBUSI DINIYAH TAKMILIYAH TERHADAP BANGSA DAN NEGARA

1. Menjadi kawah candradimuka sekaligus markas bagi para pejuang pergerakan menuju Indonesia yang bebas merdeka.

2. Memberi support kepada seluruh pejuang bangsa dalam upaya melepaskan diri dari penjajahan sekaligus berpartisipasi aktif dalam upaya mengusirnya.

3. Menjadi benteng pertahanan terakhir bagi bangsa dalam upaya mempertahankan jatidiri dan kepribadian bangsa dari pengaruh negatif budaya barat.

4. Membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya.

5. Memantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya kecerdasan otak (IQ) tapi juga kecerdasan emosi (EQ) bahkan kecerdasan spiritual (SQ).

6. Membantu pemerintah dalam mewujudkan stabilitas nasional.

7. Dan lain-lain.

VI.
KONDISI OBYEKTIF TERKINI 

1. Jumlah murid sangat sedikit, padahal 80% warga Negara Indonesia beragama Islam. Rasio perbandingan antara siswa yang sudah masuk Diniyah  Takmiliyah dengan yang belum masih tinggi, yaitu 8% dibanding 92%. 

2. Sarana/tempat belajar bervariasi, ada yang sudah punya gedung sendiri, ada yang numpang (di gedung SD, Masjid, Musholla) dan ada yang hanya di rumah ustadznya.
3. Kualitas guru juga bervariasi, ada yang memang kompeten di bidangnya (sesuai dengan latar belakang kependidikannya), namun ada juga yang memang seadanya (tidak memiliki latar belakang keguruan tetapi peduli dengan pendidikan).

4. Kesejahteraan/honor gurunya bervariasi, tergantung jumlah siswa dan jumlah SPP yang masuk, namun rata-rata berkisar antara 200-300 ribu rupiah perbulan. Ada yang lebih, namun ada juga yang kurang kurang, bahkan ada yang hanya sekedar mendapat penghargaan dari orang tua murid berupa panggilan ustad/ustadzah saja.
5. Buku pegangan siswa ada namun tidak memadai (hanya cukup untuk pegangan guru).

6. Bantuan pemerintah ada (melalui Kanwil Kemenag), tapi tidak merata dan itupun belum tentu tiap tahun, dan masih belum memadai dibanding dengan besarnya kebutuhan.

VII.
KONDISI YANG DIHARAPKAN 

1. Tumbuh suburnya kehidupan Diniyah Takmiliyah.

2. Terpenuhinya kebutuhan saran dan prasarana demi lancarnya kegiatan belajar mengajar.

3. Adanya guru-guru Diniyah Takmiliyah yang professional dan kompeten dibidangnya.

4. Terpenuhinya kesejahteraan para guru Diniyah Takmiliyah.

5. Adanya kurikulum yang memenuhi standar kompetensi.

6. Adanya buku pegangan yang memadai baik bagi guru maupun siswa.

7. Adanya sumber dana yang cukup.

8. Diakuinya Ijazah Diniyah Takmiliyah, sehingga memiliki civil efek, Artinya menjadi salah satu persyaratan masuk SMP dan SMA
VIII.
FAKTOR PENDUKUNG 

1. Mayoritas warga Negara Republik Indonesia beragama Islam.

2. Banyaknya masjid/mushollah yang dapat digunakan untuk belajar.

3. Adanya kecenderungan masyarakat untuk ingin kembali kepada kehidupan yang aman, damai dan religius.

4. Adanya sumber daya manusia yang rata-rata gigih, ulet, tidak kenal lelah, sabar dan mukhlis.

5. Mulai adanya peningkatan porsi perhatian dari pemerintah terhadap Diniyah Takmiliyah.

6. Dan lain-lain.

IX.
FAKTOR PENGHAMBAT
1. Minimnya sumber dana mengakibatkan Diniyah Takmiliyah sulit berkembang.

2. Kurang porsi perhatian yang cukup dari pemerintah, masyarakat dan instasi terkait.

3. Masih hiterogennya kualitas SDM (pengelola) pada Diniyah Takmiliyah baik secara edukatif maupun managerial.
4. Tidak memadainya sarana dan prasarana kegitan belajar mengajar.

5. Dan lain-lain.

X.
PELUANG 

1. Jumlah  generasi  muslim  yang  cukup  memungkinkan  untuk  dapat mencetak pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa.

2. Terbukanya kesempatan untuk menyusun kurikulum dan buku pegangan siswa yang bermutu.

3. Terbukanya kesempatan untuk mewujudkan solusi yang tepat guna mencegah dan mengurangi tawuran antar warga dan antar pelajar.

4. Terbukanya kesempatan untuk mengurangi pengangguran.

5. Terbukanya kesempatan untuk mewujudkan masyarakat madani yang religius.

6. Dan lain-lain.

XI.
TANTANGAN

1. Jumlah generasi muslim yang cukup besar belum tentu semua tertarik untuk masuk Diniyah Takmiliyah.

2. Maraknya pusat-pusat permainan (Paly Station) menjadikan anak lebih gemar bermain dari pada belajar.

3. Adanya sistem tranformasi informasi yang sangat cepat (sebagai dampak dari alih teknologi) memposisikan guru bukan satu-satunya sumber ilmu.

4. Adanya kebebasan pers yang tidak semuanya menyajikan konsumsi positif bagi masyarakat.

5. Padatnya kegiatan siswa di sekolah umum, sehingga tidak ada waktu untuk belajar di Diniyah Takmiliyah.

6. Adanya mess media (cetak, elektronik) yang tidak Islami.

7. Dan lain-lain.
XII.
UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada.

2. Melalui Forum Komunikasi Dinyah Takmiliyah (FKDT ), mengupayakan buku pegangan siswa.

3. Meningkatkan kualitas guru dengan mengikutsertakan penataran-penataran yang diadakan oleh Kementrian Agama.
4. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

5. Mengadakan lobi-lobi pada lembaga legeslatif.

6. Dan lain-lain.

XIII.
PENUTUP 

Melihat kenyataan yang ada pada Diniyah Takmiliyah diatas, maka diperlukan solusi yang tepat, sehingga Diniyah Takmiliyah yang diharapkan dapat mengawal mental spiritual (agama) dan moral bangsa dapat berfungsi secara optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memohon kepada Bapak pPresiden RI, DPR RI, Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, agar kiranya dapat : 

1. Mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB), yakni, Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tentang wajib Diniyah Takmiliyah. 
2. Mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah tentang wajib Diniyah Takmiliyah sebagaimana telah dilakukan diterapkan oleh Provinsi Jawa Barat, Banten dan lain-lain. 
3. Mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong tumbuh subur dan berkembangnya kehidupan Diniyah Takmiliyah dan masa yang akan datang.

4. Mengeluarkan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan insentif (honor) kepada guru-guru Diniyah Takmiliyah.
5. Mengupayakan kesejahteraan bagi guru-guru Diniyah Takmiliyah.
6. Memberikan Bantuan Dana Operasional FKDT yang dialokasikan dalam DIPA Kemenag RI, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat

Rp. 500.000.000,-

b. Tingkat Provinsi

Rp. 250.000.000,-

c. Tingkat Kota

Rp. 100.000.000,-

7. Mengupayakan peningkatan guru-guru Diniyah Takmiliyah dengan memberikan insentif, tunjangan fungsional, dan sertifikasi 
Ditetapkan di  
:  Jakarta






Pada Tanggal
:  14  April 2012

MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno
                          Ketua




                 Sekretaris
(Sumitro, S. Pd. I)

 
                 (Nuruddin, S. Ag)
TATA TERTIB PEMILIHAN
DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPP -FKDT)

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL I

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

NO. 07/MUNAS I/IV/2012

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN

KETUA UMUM DAN TIM FORMATUR

PENGURUS PUSAT FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

PERIODE 2012-2017

Bismillahirrahmanirrahim

	Menimbang
	:
	1
	Bahwa  FKDT  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan

Yang berorientasi pada kemampuan sumber daya manusia secara, maka amatlah penting dilakukan demokratisasi kepengurusan baik secara kelembagaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota

	
	
	2
	Bahwa sehubungan dengan kepengurusan yang baru maka perlu dilakukan pemilihan secara jujur, adil terbuka dan professional

	
	
	
	Bahwa untuk mencapai sasaran itu, maka perlu diberikan aturan pemilihan pengurus yang baru secara demokratis.

	
	
	
	

	Mengingat            
	:
	1
	Surat rekomendasi pengurus FKDT tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

	
	
	2
	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FKDT

	
	
	
	

	Memperhatikan  : 
	:
	1
	Permusyawaratan serta pendapat-pendapat dalam sidang pleno munas FKDT I di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

	
	
	2
	Kesepakatan yang ditetapkan diputuskan dalam sidang pleno I Munas I tanggal 13 April 2012

	
	
	
	

	
	
	
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	
	

	Pertama
	
	
	Peraturan  tata  tertib  pemilihan  Ketua  Umum   dan  Tim 

Formatur pengurus pusat FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sebagaimana terlampir


Ditetapkan di
:  Jakarta






Pada Tanggal
:  13 April 2012

MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno

                       Ketua





  Sekretaris
                H. Asep Ely Gunawan, S. Pd. I


          Drs. Danu Widiatmoko
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN

KETUA UMUM DAN TIM FORMATUR

PENGURUS PUSAT FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

PERIODE 2012-2017

BAB I

PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 1

1. Calon ketua umum dinyatakan sah apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya dari lima provinsi.

2. Calon ketua umum menyatakan kesediannya yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis.

Pasal 2

Calon ketua umum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dalam ketentuan ini, diajukan secara tertulis kepada pimpinan sidang.

Pasal 3

1. Pengajuan usulan tersebut pada pasal 1 harus sudah diterima oleh pimopinan sidang 15 menit sebelum pemilihan ketua umum dibuka.

2. Pimpinan sidang terlebih dahulu meneliti persyaratan calon dan persyaratan pencalonan ketua umum.

Pasal 4

Pimpinan sidang mengumumkan nama calon ketua umum yang memenuhi persyaratan kepada rapat pleno.

Pasal 5

1. Apabila clon yang diajukan lebih, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup.

2. Apabila calon yang diajukan hanya satu calon, maka calon tersebut disahkan oleh sidang pleno menjadi ketua umum.

Pasal 6

Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 ketetapan ini, maka calon ketua mum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua umum.

Pasal 7

Dalam hal penghitungan suara, apabila terjadi suara yang sama, maka akan dilakukan penghitungan ulang sebanyak tiga kali.

BAB II

PEMILIHAN FORMATUR

Pasal 8

Pemilihan tim formatur segera dilakasanakan setelah ketua umum ditetapkan.

Pasal 9

Tim formatur ditetapkan setelah ada kesepakatan peserta rapat pleno Munas I.

Pasal 10

Jumlah anggota tim formatur sebanyak 5 orang yang terdiri ketua umum terpilih dan 4 orang yang disepakati oleh peserta sidang.

Pasal 11

Tim formatur bertugas melengkapi kepengurusan pusat FKDT  1 x 24 jam.

BAB III

P E N U T U P

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan sidang pleno.

Ditetapkan di  :  Jakarta






Tanggal
 :  15 April 2012

MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )

Pimpinan Sidang Pleno

                       Ketua





  Sekretaris


          H. Asep Ely Gunawan, S. Pd. I


          Drs. Danu Widiatmoko
SUSUNAN PENGURUS DAN FORMATUR
DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPP-FKDT)


HASIL MUSYAWARAH NASIONAL I

KEPUTUSAN TIM FORMATUR
FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

NO. 08/SK-Formatur/MUNAS I/IV/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN (DPP-FKDT) 
MASA BAKTI 2012 - 2017
Bismillahirrahmanirrahim
	Menimbang
	:
	1
	Bahwa  FKDT  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan

Yang berorientasi pada kemampuan sumber daya manusia, maka amatlah penting dilakukan demokratisasi kepengurusan baik secara kelembagaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota

	
	
	2
	Bahwa sehubungan dengan kepengurusan yang baru maka perlu dilakukan pemerataan secara jujur, adil terbuka dan professional

	
	
	3
	Bahwa untuk mencapai sasaran itu, maka perlu pembentukan Pengurus Harian yang baru secara demokratis.

	Mengingat            
	:
	1
	Anggaran Dasar Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)

	
	
	2
	Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)

	
	
	
	

	Memperhatikan  : 
	:
	1
	Permusyawaratan serta pendapat-pendapat dalam sidang Pleno Formatur Munas I FKDT di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

	
	
	2
	Kesepakatan yang ditetapkan dan diputuskan dalam sidang Pleno Formatur Munas I tanggal 15 April 2012

	
	
	
	

	
	
	
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	
	

	Pertama
	
	
	Surat Keputusan Tim Formatur Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah tentang Penetapan Kepengurusan DPP-FKDT Masa Bakti 2012-2017

	Kedua 
	
	
	Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Forum  Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) Masa Bakti 2012 – 2017

	Ketiga
	
	
	Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan


Ditetapkan di
:  Jakarta






Pada Tanggal
:  15 April 2012

MUNAS I

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT )
Pimpinan Sidang Pleno Tim Formatur
                       Ketua





  Sekretaris
                   (Sumitro, S. Pd. I)            


          (H. Asep Ely Gunawan, S. Pd. I)

Lampiran : Surat Keputusan TIM Formatur Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi 

                    Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)  No. 08/SK-Formatur/MUNAS I/IV/2012, Tanggal 15 April 2012

STRUKTUR DEWAN PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPP.FKDT) 

MASA BAKTI 2012 - 2017

	KETUA UMUM
	:
	SUMITRO, S. Pd. I
	DKI JAKARTA

	WAKIL KETUA UMUM
	:
	H. ASEP ELY GUNAWAN, S. Pd. I
	JAWA BARAT

	WAKIL KETUA 
	:
	NURSAHID, S. Ag
	JATENG

	WAKIL KETUA 
	:
	Drs. H. MIFTAHUL MUFID, M. Ag
	JATIM

	WAKIL KETUA 
	:
	SYARIPUDDIN, SE, S. Pd. I
	SULSEL

	WAKIL KETUA 
	:
	AFDAL DINIL HAQ, S. Pd. I
	RIAU

	WAKIL KETUA 
	: 
	M. ISHAK, MA
	ACEH

	WAKIL KETUA 
	:
	MARDIANSYAH, S. Ag
	JOGYAKARTA

	WAKIL KETUA 
	:
	ALI BAHRAN SIREGAR
	SUMUT

	SEKRETARIS JENDRAL
	:
	AHMAD MUNTHOI,S.PD.I
	DKI JAKARTA

	WAKIL SEKRETARIS UMUM
	:
	M. TATANG ROHANI
	BANTEN

	WAKIL SEKRETARIS
	:
	BASRI, S.AG
	SULBAR

	WAKIL SEKRETARIS
	:
	M. SONI
	SUMSEL

	WAKIL SEKRETARIS
	:
	H. BURHAN
	GORONTALO

	WAKIL SEKRETARIS
	:
	M. FACHRUR ROZIQIN, S. Pd. I
	KALTIM

	WAKIL SEKRETARIS
	:
	JALALUDDIN
	NTB

	WAKIL SEKRETARIS
	:
	BULKHAINI,S. Ag
	SUMBAR

	WAKIL SEKRETARIS
	: 
	Drs. H. SURYANA
	JABAR

	BENDAHARA UMUM
	:
	SITI AISAH, S. Ag
	DKI JAKARTA

	WAKIL BENDAHARA  UMUM
	: 
	Hj.  ZAHRAH BADJISER
	MALUKU UTARA

	WAKIL BENDAHARA
	: 
	SUTRISNO, S. Pd. I
	JATIM


Ditetapkan di
:  Jakarta






Pada Tanggal
:  15 April 2012

MUNAS I 

FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH (FKDT ) 
Pimpinan Sidang Pleno Tim Formatur


                       Ketua





  Sekretaris
                   (Sumitro, S. Pd. I)            


          (H. Asep Ely Gunawan, S. Pd. I)



Lampiran : Surat Keputusan TIM Formatur Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi 

                    Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)  No. 08/SK-Formatur/MUNAS I/IV/2012, Tanggal 15 April 2012




KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
FORUM  KOMUNIKASI   DINIYAH TAKMILIYAH

NO. 09/DPP-FKDT/MUNAS I /V/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DEPARTEMEN DAN LEMBAGA 

MASA BAKTI 2012 - 2017
Bismillahirrahmanirrahim
	Menimbang
	:
	1
	Bahwa  FKDT  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan

Yang berorientasi pada kemampuan sumber daya manusia, maka amatlah penting dilakukan demokratisasi kepengurusan baik secara kelembagaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota

	
	
	2
	Bahwa sehubungan dengan kepengurusan yang baru maka perlu dilakukan pemerataan secara jujur, adil terbuka dan professional

	
	
	3
	Bahwa untuk mencapai sasaran itu, maka perlu pembentukan Pengurus Departemen dan Lembaga secara demokratis.

	Mengingat            
	:
	1
	Anggaran Dasar Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)

	
	
	2
	Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)

	
	
	
	

	Memperhatikan  : 
	:
	1
	Permusyawaratan serta pendapat-pendapat dalam sidang Tim Formatur 

	
	
	2
	Permusyawaratan serta pendapat-pendapat Pengurus Harian DPP-FKDT

	
	
	
	

	
	
	
	MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	
	

	Pertama
	
	
	Surat Keputusan DPP-FKDT tentang Penetapan Susunan Pengurus Departemen dan Lembaga Forum  Komunikasi   Diniyah Takmiliyah FKDT Masa Bakti 2012 – 2017 

	Kedua 
	
	
	Menunjuk mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Departemen dan lembaga Masa Bakti 2012 – 2017

	Ketiga
	
	
	Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan


Ditetapkan di
:  Jakarta






Pada Tanggal
:  15 Mei 2012

DEWAN PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIYAH (DPP-FKDT)

                       Ketua Umum



 Sekretaris Umum
               (Sumitro, S. Pd. I)     

          (Ahmad Munthoi, S. Pd. I)

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi  Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)
                    No. 09/DPP-FKDT/MUNASIIV/2012, Tanggal 15 Mei 2012

 DEPARTEMEN – DEPARTEMEN
	1
	Departemen Organisasi
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Nuruddin, S. Ag

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	H. Asikin Kusnan, M. Si

	
	Anggota
	:
	3
	Imam Muhtadi, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	4
	Zahid Hasani,S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	5
	Ade Najimudin, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	6
	Tarjuli, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	7
	A. Mujahid. L, S. Pd.I

	2
	Departemen Humas & Kerjasama
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Drs. H. Atapip, M. Pd

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	KH. Hafidzi, M. Ag

	
	Anngota
	:
	3
	ME. Ramadhan ZA

	
	Anggota
	:
	4
	Sauqul Muhib, S. Ag, MM

	
	Anggota
	:
	5
	Mulkhan Adziman, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	6
	Ilyani B Yasa, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	7
	Drs. H.M. Zaini Ismail

	3
	Departemen Dana dan Usaha
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	H. Ahmad Faizal, S.Ag, M.Si

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Drs. Sukarmin

	
	Anggota
	:
	3
	Arwin S Saidi

	
	Anggota
	:
	4
	Nursarianto, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	5
	Agus Trikarna, S. Ag

	
	Anggota
	:
	6
	H.R. Suardi, S.Pd. I

	
	Anggota
	:
	7
	Drs. Dadan Solihin

	
	
	
	
	

	4
	Departemen Kurikulum (Awwaliyah, Wustho, Ulya)
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Drs. H. Masrukhin, M.Pd

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Ade Miftah, S.Ag, MM

	
	Anggota
	:
	3
	Drs. Bashori Chofim, MM

	
	Anggota
	:
	4
	KH. Sunarko, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	5
	Syamsudin, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	6
	KH. Muzamil, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	7
	Khairul Anwar Lubis, MA

	5
	Departemen Pembinaan Guru
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Jasrizal, S. Pd. I

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Zainal Mahmud, S. Ag

	
	Anggota
	:
	3
	Lusiana, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	4
	Muchibunn, S. Ag

	
	Anggota
	:
	5
	Drs. Asmuni

	
	Anggota
	:
	6
	Drs. Abd. Manan

	
	Anggota
	:
	7
	Muhammad Romli, S.Pd.I

	6
	Departemen Pembinaan Santri
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Drs. Danu Widiatmoko

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Agus Mulyana, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	3
	M. Sofyan, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	4
	Bagus Ahmadi, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	5
	Athoillah, S. Ag

	
	Anggota
	:
	6
	HM. Faisol, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	7
	Takiyuddin, S.Pd.I

	7
	Departemen Pendidikan & Pelatihan
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Drs. H. Mahfuz

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Luthfi, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	3
	Haeruddin, S Pd. I

	
	Anggota
	:
	4
	Saparuddin, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	5
	Saiful, S. Ag

	
	Anggota
	:
	6
	Abdul Aziz, S. Fil


	8
	Departemen Sarana Prasarana
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Achmad Syafii, S. Ag 

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Haedar Alwi, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	3
	Saniah, S. Pd.I

	
	Anggota
	:
	4
	Muh. Ibnu Hibban, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	5
	Sugara Ahmad, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	6
	Sumarno, S. Ag
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Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi  Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)
                    No. 09/DPP-FKDT/MUNASIIV/2012, Tanggal 15 Mei 2012

D. LEMBAGA – LEMBAGA

	1
	Lembaga Pendidikan & Litbang
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Drs. H. Fahrurroji, S.Ag, M.Pd

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Asep Junaidi, S. Pd.I

	
	Anggota
	:
	3
	Drs. Endy Sutarjo

	
	Anggota
	:
	4
	Nesi, S. Ag

	
	Anggota
	:
	5
	Zainuddin, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	6
	Zulham Harahap, S. Pd. I

	2
	Lembaga Kesenian dan Budaya
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Zainul Muttaqien, S. Ag

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Jemizan, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	3
	Hj. Siti Mukhlis, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	4
	Ade. M . Sujana, S. Ag

	
	Anggota
	:
	5
	Baban Fauzi

	
	Anggota
	:
	6
	Nurmayani, S. Ag

	3
	Lembaga Advokasi dan Hukum
	
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Iim Komaruddin

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	M. Arif Hidayatullah, M. Pd. I

	
	Anggota
	:
	3
	Slamet Judiono, S. Hi

	
	Anggota
	:
	4
	Didin

	
	Anggota
	:
	5
	Ahmad Fadhlus Tsani, S. Th.I 

	
	Anggota
	:
	6
	Ikhwan Lubis, SE

	4
	Lembaga Pengembangan Ekonomi
	:
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Sururi, S.Ag

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	
	2
	Nurlianti, S. Pd. I

	
	Anggota
	
	3
	Hj. Yulianti Ajoemhari

	
	Anggota
	
	4
	Nuraini Nurwita

	
	Anggota
	
	5
	Zaini Asikin

	
	Angota
	
	6
	Ikhwan Lubis, SE


	
	
	
	
	

	5
	Lembaga Penerbitan dan Media Massa
	:
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	
	1
	H. Saronji, S. Ag

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	
	2
	Nadira, S. Ag

	
	Anggota
	
	3
	Tubagus MAstur, S. Pd. I

	
	Anggota
	
	4
	Nuroni Octora, S.Kom

	
	Anggota
	
	5
	M. Luqman R

	
	Anggota
	
	6
	Hafizul Muhsin, M.Pd.I

	6
	Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqaoh
	:
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	Muh. Muzamiil HS, MA

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	Ahmad Raofiq, S. Pd. I

	
	Anggota
	:
	3
	Drs. H.M. Agus 

	
	Anggota
	:
	4
	Achmad Jufri

	
	Anggota
	:
	5
	Ma’muri 

	
	Anggota
	:
	6
	KH. Ahmad Musthofa Thorfi, S.HI

	7
	Lembaga Pengabdian Masyarakat
	:
	
	

	
	Ketua merangkap Anggota
	:
	1
	K. Fadhlus, S. Pd. I

	
	Sekretaris merangkap Anggota
	:
	2
	KH. Muhson

	
	Anggota
	:
	3
	Hj. Hadrah Hambulu

	
	Anggota
	:
	4
	Drs. Iwan Sudiana, M.Pd

	
	Anggota
	:
	5
	Hj. Lilies Nurwati BA

	
	Anggota
	:
	6
	Kosirin, S.Ag
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